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TENTANG

PEIYIINWI(AI{ KUASA PENGGI,INA ANGGARAN, PE.'ABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PE.IABAT PENANDATAI{GAN SURAT PERINTAH MEUBAYAR, DAN BENDAHARA

PENGELUARAN AITGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEC}ARA/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAIIPUNG TAHUN AN(X}ARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran
2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi l,ampung, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi yang
bertanggunglawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan
efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/kmbaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangal Surat perintah
Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut
di atas, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penanditangan - Surat
Perintah Membayar, dan Bendahara pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada -6inas
Penanaman Modal dan Pelayalan Terpadu Satu pintu provinsi
Lampung Tahun Angg aran 2O23 dan menetapkarrnya dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor
Negara;

17 Tahun 2003 tentang Keuangan

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O04 tentang perbendaharaan
Negara;

3. Undarrg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 terfiang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Ufi ie."mri. ae"g"r,Undang-Undang Nomor L Tahun 2Od2 tentang Uubunlan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahin O"e."fri---
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2018;

7. Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung;

1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat
Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-010.04.3.129098/2023, tanggal
30 November 2022;

2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 8OOl29/V.1612023 Perihal
Usulan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Dana APBN Bidang
Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan T.A. 2023 Dinas PM
dan PTSP Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2O23;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN GUBERI{UR TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PEITGGUNA A]TGGARAN, PE.'ABAT PEUBUAT KOMITMEN,
PE.IABAT PEI{AITDATAITGAIT SURAT PERIITTTAII MEMBAYAR,
DAN BENDAIIARA PENGELUARAN AITGGARAN PENDAPATAI{
DAN BELANJA ilEGARA/DEKOITSEI{TRASI PADA DII{AS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LI\UPUNG TAHT'il ANGGARAN 2023.

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar
(PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2023, dengarr Nama Pejabat/ pegawai Negeri Sipit, nama
program/kegiatan, NIP, dan pangkat/Golongan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa pengguna Anggararr
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. men5rusun Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIpA);
b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan dan anggaral;
c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencanapencairan dana dalam bentuk petunjuli operasional kegiatan(PoK);

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranBelanja Negara;
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e. melakukan pengujian lagrhan dan perintah pembayaran atas
beban anggaran negara;

f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelal<sanaan kegiatan dan anggaran; dan

h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen
memiliki tugas dan wewenang:

a. men5rusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan

Penyedia Barang/Jasa;
d. melalsanalan Kegiatan swakelola;

e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas
pe{ anjian yang dilakukannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih

kepada negara],

h. membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat permintaan
Pembayaran;

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan
Pengguna Anggaran;

kepada Kuasa

berkaitan
anggaran

Perintah
Membayar

j. menyerahkan hasil pekeq'aan pelaksanaan kegiatan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara penyerahan;'

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
1.lgT tindakan yang mengakibatkan pengetuarai
Belanja Negara.

Pd* rangka melakukan pengujian Tagihan danPembayaran, Pejabat penandatangan Surat' perintah
memiliki tugas dan wewenang:
a. menguji kebenaran Surat permintaan pembayaran ataudokumen lain yang _dipersamakan aengan surat permintaan

Pembayaran beserta dokumen pendukunfr
b -.191*. dan mengembalikan Surat permintaan pembayaran,

apabila tidak memenuhi persyarat." 
""i"ii aluayarkan;

c. membebankan
disediakan;

tagihan pada mata Ernggaran yarrg telah

d. menerbitkaa Surat perintah Membayar atau dokumen lain yangdipersamakan dengan Surat perin-tat fuf.i[Iy*,
e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
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f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran '

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

a. menerima dan menyimpan uang persediaan;

b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui
uang persediaan;

c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang
persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;

d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

f. menyetorkan pemotongan/pemungutal kewajiban kepada Negara
ke rekening Kas Umum Negara;

g. menatausahakan transaksi uang persediaan;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;

i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

j. menyampaikan laporan pertanggungiawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum
Negara; dan

k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas
Penanaman Moda-l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2023, yang ditandatangani Gubernur
kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.

Apabila n€una Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan
Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan
dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, pejabat
Penandatangan Surat perintah Membayar, dan Bendihara
Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

m diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis
berpedoman kepada peraturan perundang_
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KESEMBILAN

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Ll Januqri 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VU Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar lampung;
6. Inspektur Provinsi lampung di Bandar Lampung;
7 . Kepa-la Bappeda Provinsi t^ampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov L^ampung di Telukberung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
1 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama Pf Bank Lampung di Telukbetung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan' dengan

k ientuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini al<an diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.
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DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNruK SEBAGAI KUASA PENGGI,INA
ANGGARAN, PEJABAT PEMB(JAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,

DAN BIiNDAHARA PENGI-JI,UARAN ANGGARAN PENDAPAI.AN DAN I]ELANJA NEGAI{A/DEKONSI:NTRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAI, DAN PT]I,AYANAN TERPADLI SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

TA}IUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN : KEPTJTUSAN GUBERNTJR LAMPUNG
NOMOR I GtSt lB.06fttKt2oz3
TANCGAL :2f,1 rtNLlA p-t 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

t.l

(

NO
MATA

ANGGARAN
PROCRAM
KECIA IAN

DANA (Rp) KUASA PENGGI]NA
ANGGARAN

PNJABAT
PEMBUAT

KOMITMEN

PEIABAT
PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH

MEMBAYAR (PPSPM)

BENDAHARA
PENGELUARAN KETERNNCAN

I 1 I 5 6 7 I () l0
SP DIPA-
010.04.3.
129098t2023
30-t t-2022

(010)
(04)
( l2)

(129098)

124.62t).000,- Yudhi Alfadri, SH, MM.
NIP. 19710629 199703 I 001
Pembina Utama Muda (lv/c)

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Lampung

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu hovinsi
Lampung

SP DIPA-
010.04.3.
t29098t2023
30-t t-2022

P.ogam
Pembinaan
Kapasitss
Pemerintahan
Daerah dan Desa

t21.620.000,- Yudhi Alfadri, SH. MM.
NlP. 19710629 199703 I 00t
Pembina Ulama Muda (lv/c)

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan'l erpadu Satu

Pintu Provinsi Lampung

Rinaldy, S.T., M.M
NIP. 19780719
200501 l0r5

Pembina (lvla)

Dendi Mahsuri., SH.,
MA.MPP

NlP. 19730930 19990r r

001
Pembim Tk. I (lv/b)

Serli F-ebrina-, SE
NrP. 19890222
201503 2 001

Penata (lII/c)

Dinas Penanamfi
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi
Lampung

t.l.l SP DTPA-
010.04.3.
129098/2023
30-t t-2022

0r0.04.cM 1237 Pembinaan
Penyelenggaraan
Hubungan Pusat
dan Daerah serta
Kerja sama
Daerah

r24.620.000,- Yudhi Alfadri, Stl, MM.
NrP. 19710629 199703 I 001
Pembina Utama Muda (tv/c)

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Iampung

Rinaldy, S.T., M.M
NrP. 197807t9
200501 1015

Pembina (lv/a)

' Dendi Mahsuri., SH.,
I MA.MPP

*tp. tqz:og:o tgggot tI oor
I Pembina Ik. I (lv/b)
(

Serli l"ebrina-. SB
NIP. 19890222
201503 2 001

Penata (tlVc)

Dims Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpsdu
Satu Pintu Provinsi
[,ampung

ARINAL DJUNAIDI

SURAT
PENGESAHAN

DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN

ANCCARAN

3

010.04.cM

(


